BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa:

1) Pengawasan tidak langsung DPRD melalui Rapat Koordinasi / Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Covid-19 Kabupaten
Timor Tengah Utara cukup efektif dalam proses penangan Covid-19.

2) Pengawasan langsung DPRD melalui penyerapan aspirasi dan menyampaikan
keluhan masyarakat kepada (SATGAS) Covid-19 Kabupaten Timor Tengah Utara
terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan proses penangan pasien terinveksi
di tempat-tempat karantina serta proses pemakaman jenasah Covid-19 yang sangat

bertentangan dengan pihak keluarga jenazah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka penulis dapat
menyarankan bahwa:
1) Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Timor Tengah Utara perlu tingkatkan
pengawasannya terhadap setiap kebijakan pemerintah Daerah.
2) Sebagai lembaga penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat, DPRD Timor

Tengah Utara harus bertindak sesuai dengan pengeluhan masyarakat.
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Sumber lain
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Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020-2021.
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